PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
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I

SATU PIRTU DAN PENANAMAN MODAL
Ml Thawrin No. 9 B (0603) 2523562 0 93653 Raba

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
BUPATI MUNA
NOMOR : 503/421/02/PTSP/XILI2013
TENTANG
1ZIN OPERASIORAL
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMP NEGERI 1 BONE

DESA MATOMBURA KECAMATAN BONE

KABUPATEN MUNA

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah

Kecamatan Pemexaran, dan untuk mendekatkan pelayanan
Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didk tingkat
lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah tersebut, dengan
maksud memperluas daya tampung siswa.

b. bahwa di Desa matombura Kecamatan bone Kabupaten Muna

Propinsi  Sulawesi Tenggara adalah merupakan Kecamatan

Pemekaran, memillki 4 (Empat) Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagai

ﬁekol@h Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Perlama (SMF)
iegeri;

¢ Bahwa dalem rengka legalias sekolsh bary, perlu dibentuk
Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bone dengan
memberikan (zin Operasional

.

»

bahwa berdasarkan hasi penelitian berkas dan peni jauan lapangan
maka Sekolah Menengan Pertama (SMP) Nﬁgsn’p: Bn‘une Kec:ran:hn
Ecne Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan
Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinae Pendidian Kabupaten Muna
Nemor. 80013203 Tanggal 8 Juli 2013,

bahwa pertir i dimaksud pada huruf
a, b, c, dan @ diatas periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna
melalui Kantor Pelayanan Perizinan Temadu Satu Pintu Dan
Penanaman Modal Kabupaten Muna;

Undang-undang nemor 23 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Dasrah-dacrah Tingxat Il di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republi
Indonesla Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Und_ang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembara Negzra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 4437
sebagaimana telah diubah Leberapa kall terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahen
Daerah (Lerbaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indenesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat can Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4438),
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Memperhatikan

Menatapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tahun 2011 tentang Pembentukan

% gg;‘;zfa-:ndirgmrﬁ?:;urégm:: tLembaran mN‘Egau Repubiik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); J

6 Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah;

7. Peraturan Pemerintan Nomor 30 Tahun 1880 fentang Peran Seria
Masyarakat dalam Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang tenaga
Kependidikan;

tang Peranserta
5. Peraturan Pemerifish Nomor 39 Tahun 1982 lentang
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional;
i ibahan atas
. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2010 tentang Perul

- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengeloizan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.

12, Keputuean Menteri Pendidikan Nasional No. 060/Ui2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Baru.

teri Pendidikan  Nasional Nomor

Rl tang F Tim  Peniai
Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta

14. Keputusan Menteri Pendidiken Nasional Nomor d4 Tahun 2002
tentang Dewan Pendidikan dan Kemite Sekolan,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Tempadu Satu
Pintu dan Penanaman Modal ikabupsaten Muna; el

16. Peraturan Bupeti Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Peiimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
Kabupaten Muna.

1, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422/46/2013
hihrl;(ang K‘;'vtu\e Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP.USB) SMP
Negeri 1 Bone Tahun 2013/2014;

L Tahun Ajanan 201
Negeri 1 Bone Desa Matombra Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
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3. Daftar Nama Guru SMP Negeri 1 Bene Desa Matombura Kecamatan
Bone Kabupaten Muna;

4. Surat Keterangan SD Pendukung dari Kemils Pembangunan USEB
SMPN 1 Bone Tanggal 24 Juni 2013

MEMUTUSKAN

: Memberiken Persetujuan Pembentukan/izin Operasional Sekolah Menengah

dengan Nama SMP Negeri 1 Bone, Alamat Desa
;eﬂm:u(imp&aamg;" Bone Kabupatsn ﬁuna terhitung mulai Tahun
Ajaran 2013/201d.

i kelengkapan yang menjadi syaral/kelancaran
Sorimya Selaah kinenath Borome (%) Negeh 1 8ana i Kecamatan
Bone menjadi tanggungiawab penyelenggara:

Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang beriaku.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penyelenggara berkewajiban membuat laporan fertulis mengenai
perkembangan sckolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna.

Apabila Diktum tersebut diatag tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sehagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal 12 Desemt 13

1 P=Bupati Muna
..».@\‘*‘5‘ Perizinan Terpadu
>

Moglal,

, Gol.IV/b
31 169403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Sulawes! Tenggara di Kendari;

3. Bupati Muna di Reha;

4. Kepala Dinas Pendigikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;

6. Camat Bone di Bone;

7. Arsip.





